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Didid Noordiatmoko

Fonr: Arcd Sei Zullah

Jakarta - Pit Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menanggapi soal
pengawasan kripto yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang
Pengembangan dan Penguatan Sekior Keuangan {RUU PPSK).
Pasalnya, dirinya tak lagi punya kuasa dalam mengatur hingga
mMengawasi pasar kiipio yang akan diambi alin Otoritas jasa Keuangan
(OJK )dan Bank Indonesia (Bl).

“itu bukan Satu iSu saya pikir babwa nant harnus pindah OJK kami ingin

memastikan kalau itu pindah ke OJK maka ekosistem kripto sudah akan
terbangun sebaik mungkin, termasuk bursa dan sebagai itu akan tetap

kami upayakan untuk memastikan ekosistem ini baik," ujar Didid dalam

acara d'Ventor detikcom, Kamis (311/2022)

Didid katakan, proses RUU sangat panjang sehingga tidak bisa diprediksi
kapan akan disahkan. Meski begitu, pihaknya tetap akan mematuhi dan
melakukan eksekusi jika sudah ketok palu.

“Apapun keputusan yang ditetapkan dalam RUU PPSK, saat il kita
semua akan patwhi itu dan selama belum dieksekusi kewajiban saya
Bapebbti memastikan ekosistem berjalan sebaik-baiknya ™ ujamya.
Didid mengatakan, meski ada RUU PPSK, kripto masih ditetapkan
sebagai komoditas atau aset perdagangan. Lantaran kondisi yang tidak
stabil sehingga rawan jika ditetapkan sebagai mata uang

“hu akan menyulitcan jka dijadikan currency sesualu yang sangat volatile
menjadi idak pas kalau it cumency, jadi saat ini pemerintah sudah
sepakal itu tetap sebagal aset namun dengan kompleksi kisi,
sehingga pemerintah mencoba memutuskan atau katakan mencoba
menempatian kripto dalam pengawasan OJK namun kripto tetap sebagai
aset bukan sebagai currency jadi walaupun OJK maupun Bl itu kripto
mempengaruhi stabilisasi sekior keuangan maka penanganan lebih
terintergerasi dan werpadu maka pemerintah akan geser ke OJK.*
tutupnya.

Didid menilai, kalau siatus kripto sebagai aset komoditas diubah sebagai
mata uang bukaniah b 1 tepat untuk b ia Sebab, jika
uang, stabilitas keuangan mereka menjadi terganggu.

“Kita tidak ingin seperti itu, dan 2023 kita prediksi mengalami masa yang
tidak baik-baik saja jangan ditambahi dulu dengan ini, setidaknya saat ini
jangan ditambahi dulu dengan masalah ini kita pastikan kripto
beriangsung baik baik aja dulu, eksosistem kita bangun sebaik-baiknya
masalah tambahan dulu enggak tahu nanti, nant ity bisa jadi 10 ahun
lagi 20 tahun lagi atau 5 tahun lagi kita tidak tahu. harus stabil dulu,”
ungkapnya.

(edarvys)
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